BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas,

maka Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

PTUN Yogyakarta telah melaksanakan fungsi pengawasannya dalam
sengketa TUN No. 4/G/2019/PTUN.YK. Pertama, bahwa sifat
pengawasan PTUN Yogyakarta atas sengketa a quo merupakan kontrol
yuridis atas obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat. Kedua,
bahwa kontrol yuridis yang dilakukan oleh PTUN Yogyakarta atas
sengketa a quo bersifat represif. Sebab, PTUN Yogyakarta baru dapat
melaksanakan fungsi pengawasannya ketika Penggugat mengajukan
gugatan terhadap KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada PTUN
Yogyakarta. Artinya, secara konkret, PTUN Yogyakarta baru
berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa a quo
tatkala suatu KTUN digugat oleh seseorang/atau badan hukum perdata
kepada PTUN Yogyakarta. Ketiga, bahwa sifat pengawasan PTUN
Yogyakarta atas sengketa a quo yakni menilai obyek sengketa dari
aspek rechtmatigheid. Artinya PTUN Yogyakarta hanya berwenang
untuk menguji dan atau menilai keabsahan atas objek sengketa a quo;
sah dan benar menurut hukum ataukah tidak obyek sengketa a quo.

Bahwa hambatan yang dihadapi oleh PTUN Yogyakarta dalam

melaksanakan fungsi pengawasan  atas sengketa  No.
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4/G/2019/PTUN.YK., yakni PTUN Yogyakarta tidak dapat memastikan
apakah putusan sengketa a quo telah dilaksanakan oleh para pihak yang
beresengketa. Hal tersebut bertolak dari beberapa hal. Pertama, bahwa
para pihak yang berperkara tidak mendaftarkan upaya hukum banding
kepada PTUN Yogyakarta. Kedua, bahwa hingga penulis melakukan
penelitian di PTUN Yogyakarta, tidak ada surat permohonan dari
Penggugat yang ditujukan kepada Ketua PTUN perihal pemberitahuan
bahwa putusan PTUN Yogyakarta atas sengketa a quo tidak
dilaksanakan oleh Tergugat. Ketiga, bahwa ada kemungkinan
penggugat menerima putusan tersebut secara sukarela, kendati Tergugat
tidak melaksanakan isi putusan PTUN Yogyakarta.

. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam
Pengawasan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tata
Usaha Negara adalah sebagai berikut. Pertama, perlunya penerbitan
petunjuk teknis atas upaya paksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal
116 ayat (4) UU No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, perlunya
aturan khusus yang mengatur kewajiban bagi para pihak, terutama bagi
pejabat TUN, untuk melakukan periodic report ‘laporan periodik’
kepada PTUN yang menerima, memeriksa dan memutus suatu sengketa

TUN mengenai pelaksanaan putusan PTUN.
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B. Saran

Peningkatan fungsi pengawasan PTUN atas suatu KTUN agar lebih
efektif dapat dilakukan dengan dua upaya. Pertama, perlunya penerbitan
petunjuk teknis atas upaya paksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat
(4) UU No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, perlunya aturan khusus yang mengatur
kewajiban bagi para pihak, terutama bagi pejabat TUN, untuk melakukan
periodic report ‘laporan periodik’ kepada PTUN yang menerima, memeriksa

dan memutus suatu sengketa TUN mengenai pelaksanaan putusan PTUN.
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